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- -LEMBARAN DAERAR Y —
KABUPATEN CIAMIS

-t

Nomor 4
NOMOR 21 TAHUN 2000 &
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA [ESA
BUPAT: CIAMIS '
Menimbang i

a. baliwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah. sebagai pelaksanaan Undang-

undary Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat. 1l Ciamis
Nomor 3 Tahun 1996, tentang lzin  Mendirikan Bangunan di
Kabupaten Daerah Tingkat (1 Ciamis perlu disesuaikan -

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sehagaamana dimaksud pada
fiurul o~ diatas, perlu mengatur keinbali Retribusi lzin Mendirikan
Bangunan dalam Wilavah Kabupawecn Ciamis vang ditetapkan dengzn
Peraturan Daerah '
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Mengingat

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat

{Berita Negara Tahun
1950) ; &

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. tentang Peraturan, Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, teniang  Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Nomor 115 Tzhun 1992, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501) .

4.

Undang-undang Nomor .24 Tahun 1992, lentang Penataan Ruang

(Lembaran Wegara Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501) ;

/S, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan [.embaran Negara Nomor 3685) .

6. Undang-undang Nomor" 23 Tahun 1997, tentang  Pengelolaan
Lingkungan Hidup (l.embaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) -

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemenintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3836) -

8. Peraturan Pemenniah Nomor 6 Tahun 1998, tentang Koordinas
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan |.embaran Negara Noinor 3373) ;

L}j’cralurun Pemenntah Nomor 20 Tah=: 1997, tentang Retnibus:

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1967’ Nomor S5, Tambahan
Lembaran Nepara Nomor 3692) -

-
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10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 44 Tahun 1999,

tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan

_“Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

14

dan rancangan Keputusan Presiden ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor i74 Tahun 1997, tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah :

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang

Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah :

. Keputusan Menteri Dalam Nc:Q"éri Nomor 43 Tahun 1999, tentang

Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Dacrah dan
Penerimaan Pendapatan lain-lain -

. Peraturan Daerah Kabupaten '63crah Tingkat II Ciamis Nomor 12

Tahu 1985, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan

Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten
Dacrah Tingkat 1l Ciamis | '

- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tlentany

Tata Cara dan Teknik Penvusunan Rarncangan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis., '

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH._KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN : '

Menetapkan

PERATURAN  DALRAMN

KABUPATEN CIAMIS  TENTAN(

RETRIBUS! IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
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BABI
KETENTUAN UMUM

PPasal |

2
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan @

a.

b.

-

————

Dacrah adalah Kabupaten Ciamis -

Pemerintah Dacerah adalah Kepala Drerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang'lain sebagai Badan Eksekutif Daerah -

Bupati adalah Bupati Ciamis.

Dewan Perwakilar Rakyat Daerah yang sclanjutnya disebut DPRD
adalah Badin'Legislatif Daerah ;

Pejabat adaldh Pegawai yang diben tugas tertentu dibidang Retribusi
Dacrah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yvang berlahy ¢

Bangunan adalah suaty perwujudan fisik ke Cipta Karyaan, ke Bina

Margaan dan banunan Pengairan yang digpunakan sebagar sarany
Kegiatan manusia ¢

—

Bangunan khusus adalah lingkungan yang tervujud oleh sebab kerja
Manusia yang berdin diatas atay terpendam dalam tanah atau
bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk
ruang yany terbatas scluruhnya atau sebagian diantaranya :

Banguran Permanen adalah bangunan dengan pondasi jalur dan
€ampuran batu kali, pondasi p'at beton dinding tembok, baik memakai

konstruksi beton bertulang maupun alap penting. sirap, asbes. seng.
almunium dan piberglas ;
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Bangunan Semi Permanen adalah bangunan dengan pondasi jalur dani
campuran batu kali, dinding tembok sebagian dengan bilik atau papan,

reng kayu atau besi, penutup genting, asbes atau seng ;

“

Bangunan Temporer / Darurat adalah*bangunan dengan pondasi darni

vmpak, dinding bilik rangka kayu atau bambu, penutup atap genting,
asbes atau seng ;

Badan adalan suatu bentuk bhadan usaha yang meliputi Perscroan
Terbatas, Perseroan Komandiier, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik .Negara atau Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
Persekutusan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau organisasi

yang sejenis, L...baga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap atau
Bentuk Badan Usaha lainnya ;

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin pada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang.
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana. atau

pasilitas tertentu guna melindungi Kepentizean umum dan menjaga
Kelestanan lingkungannya :

lzin_Mendirikan Bangunan adzlah izin vang diberikan Pemernintah
mm alau badan untuk mendirikan suatu
bangunan yang dimaksudkan agar disain pelaksanaan pembangunan,
dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai
dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan
(KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan

sesuai dengan syaral-syarat keselamatan bagi yangp. menempat
banguran tertentu ;

Rztribusi  lzan  Mendinkan Bangunan yaﬁg selanjutnya discbut
Retribusi  adalah pembavaran  alas  pemberian  lzin Mendinkan |

Bangunan oleh Femeriz<ah Dacrah kepada orang pribadi atau badan.
‘ermasuk merubah bangunan .
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o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut

Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi |

p. Masa Reiribusi adalalt suatu jangka waktu terientu yang merupakan
batas wakiu Dagi Wajib Retribusi c¢niuk  memanfaatkan  Izin
Mendirikan Bangunan ;

4

q. Daerah Manfaat Jalan atau DAMJAJA adalah sepanjang jalan yang
dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yany
ditctapkan oleh pembina jalan dan hanya diperuntukan bagi mec:an
perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar,
« ong, ambang pengaman, timbunan dan galian gorong-gorony dan
bangunan pelengkap lainnya ©

endinkan Bangunan adalah pckerjaan mengadakan bangunan
- seluruhnya 2tau sebagaian termasuk prkerjaan m%;ggjl_l.,@m
atau memanfaatkan tanah yang berhubungan™ dengan pekerjaan

mengadakan bangunan |

s. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan-atau menambah
bangunan yang ada, termasuk  pekerjaan, membongkar yany
berhubungan dengan pekerjaan menguanti bagian bangunan tersebut -

.. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu
sejajar dengan as jalan, as sungai alau as pagar vang merupakan batas

antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak
B boleh dibangun bangunan-bangunan®

u. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan
antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavlingpekarangan :
v Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan
antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling pekarangan .
v Rocfisiedl Fetinggian Bangunan adalah tinggi baigunan yang diukur
dan permukaan 1anah sampar dengan itk teratas dari bangunan
terscebur ¢

4

-
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Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerzh, yang sclanj.t'unya dgpaf
disingkat SPdAORD, adalah surat yang dipergunakan Wajib Retribusi
untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagzi

- dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut

bb.

CC.

(dd.

€e.

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Ba

pzraturan perundang-undangan Rerribusi Daerah :

Sural Ketetapan Retribusi Daerah, yang seianjutnya dapat disingkal

RD, adalah surat ketetapan yang menentukan besamya jumlah
retribusi vang terutang ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Dayar Tambahan, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

yar, yang sclanjutnya dapat
disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karcna Jjumiah kredit tersebut iedih
biésar dari pada retribusi yang terutang atau scharusnya tidak terutang ; .

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang sclanjutnya dapat disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retnbusi atau sanksi
administrasi berupa bungan dan atau denda -

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas k«beratan

terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi

Pemeriksaan  adalah serangkaian  kegiatan  untuk  mencari,
mengumpulkan, dan mengolak data dan atau keterangan lainnya dalam
pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi bérdasarkan
peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah :

Al

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian
lindakan yang ditakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil vang
selanjulrya dapat  disebut penyidik, uniuk  mencan sena
mengunipulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terabg tindak
pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
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BABI|

PERIZINAN®

o>

Pasal 2

Llsaha.dan Badan Sosial =
Zindarr Bupati -,
ditmaksud-pada ayat (1) Pasal

(2) Tata Permchanan lzin sebagaimana
im, diatur oleh Bupati. $

BABII

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

~—

-

Pasal 3
Dengan nama Retribusi Izin Mendirikar Ban

gum;n dipungut retribusi
scbagai pembayaran atas pemberian 12i

? Mendinkan Bangunan,
¥ .

Paxal 4

(1) Objek Retribusi adalah
(2) SGbjek Retribusi adala
dan Badan Sosial yang

pembernian lzin Mendiiikan Bangunan :
h orang pribadi, Badan Hukum, Badan Usaha
memperoleh Izin Mendirikan Bangunan,

BABIV

"l

) GOLONGAN RETRIBUS|

Pasal 3

Retribusi 1zin Mendinkan

Bangunan Jdigolongkan sebagai Retribusi
Penizinan Tertenty
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= . BABV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

-

Tingkat per:ggunaan jasa lzin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan

atas faktor luas bangunan, klasifikasi bangunan tingkat bangunan dan
rencana penggunaan bangunan, -

BARVI

PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

C=D

Prinsip penetapan tanf tetnibusi b:mgunan dihitung berdasarkan harg
bangunan yang men jadi objek izin di kalikan. tarif ,ditambah biay
pendaftaran, biaya situasi, biaya penclitian dan pcmcnfﬂaan gambar da

biaya pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Fasal 8
‘
Struktur-dan besamya tarif retnbusi diukur bardasarkan,jenis bangun
jenis konstruksi bangunan dan pelaksanaan bangunan dengan b
bangunan, harga dasar bangunan dan kozfisien/faktor lantai bangunan

/
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Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan

Daerah ini, yaitu berupa pembangunan baru maupun berupa perbaikan
(renovasi). .

Pasal 10
e fore .
(1) Jenis bangunan SWWWWM
ini, terdiri dan :
a. Bangunan Permanzn ;
b. Bangunan Semi Permanen |
c. Bangunan Temporer/darurat.
(2) Jenis-jenis bangunan ke Bina Margaan dan Pengairan untuk penetapan
1zin Mendirikan Bangunan adalah scbagai berkut :
1. Bangunan ke Bina Margaan.
Setiap kegiatan pembangunan atau rehabilitasi yang beiada pada
Daerah Milik Jalan (DAMIJA) adalah sebagai berikut :
a. Mcmbangun jalan, jembatan, plat beton, jembatan kabxl,

jcmbatan pipa, Lorong-;,oxon;, @;‘%alumn 1 pasangan dan

i "isvn sejenisnya -
Penggalian lanah untuk pembangunan sanitasi scoerti telkom, A~
listrik, gas, air minum air bersih, air kmou air limbah dan

sejenisnya ; ~ - '
c. Penanaman tiang telkom, listnk billboard dan sejenisnya ; .~
*d. Membangun tembok penvangga tanah dan scjenisnya ;
—¢. Membangun Instalasi Station Penjuz!an Bahan Bakar Umum
(SPBU) dan sejenisnya ;
f.  Membangun pelataran parkir (emplasenien) dan sejenisnya.
2. Bangunan ke Pengairanan.
Setiap mbunan atau rehabilitasi yang bersifat
bangunan air antara lain yann :

(z"a. Saluran air, kolam air deras, b‘mg,unn.m pelengkap irigast,

bendungan, sipon, la|anL air dan seienisnya |

Bak penampungan untuk | penyolaharnypenyediaan air busnh
sumur artens ;

o
= M.
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~#c. Kolam renang dengan sumber air dari mata air dan saluran
ingasi ;

d. Menutup bagian atas saluran : 7

€. Jembatan pelayanan diatas saluran ingasi ;
— f. Tempat pemandian hewan besar;
~~ 8 Bangunan pencucian kendaraan.

Pasal 11

|
enentuan tarif harga dasar bangunan sebagaimana ‘dimaksud dalam
asal 7 Peraturan Dacra\ ini, diatur lebih lanjut dengan Kcputusan

Bupati; ~ : :
oo (2) Selain Surat !zin Mendirikan Bangunan kepada pemohon untuk
I bangunan ke Cipta Karyaan dikenakan biaya Plat Nomo: .zin

Mendirikan Bangunan yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku., = C

Pasal 12

(1) Koefisien /faktor lantai scbagaimarna dimaksud pada Pasal 8 Peraturan
ah inj, adalah s;baga_i benkyt -

-

f Lantai V. 1,162 ™~
8- Dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu) lantai ditambah s=besar
0,030. -

(2) Bangunan vertikal yang mempunyai finggi lebih dan S M (lima mieter)
dianggap sebagai 2 (dua) lantai, -

Mg

" _ (1) Penetapan besarnya tand retribuysi banguman yauy . §

- a  Mendirikan bang:man Rumah Tinggal, dathitung sebesar | % ‘satu

.~
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124

perseratus) dan bnaya bangunan ;
@ Mendirikan bangunan Perusahaan, dinitung s\bcsa

% Idua v’ i
perseratus) dan biaya bangz‘unan =

c. Mcndirikan bangunan Hotel, bangunan Akomodasi W-sata,

dihitung sebesar 2 % (dua perseratus) dari biaya bangunan ;

Mendinkan bangunan tempat Prakiek Dokier, Bican, Rumah Sakit
Swasla,

nan

Stes ’——\.
. < dihitung sebesar | % (satu perseratus) dari biava bangu
(y Mendirikan bdm,unan Sostal/Pelayanan Umum, bangunan milik

Kantor Peruszhaan Berbadan Hukum dan Koperasi o~

Pemerintzh dan bangunan Utilitas dlhnung,scbcsar‘//-% (s~tengah 'Z, 'I, ‘/l
persera’us) dan biaya bangunan

1 (2) Disamping membayar biaya Izin Mendirikan Bangunan, pemohon
X- ol ! dnwajubl\an pula membayar :

- Biaya pcndaﬁaran sebesar I o/oo (satu perseribu) dan biaya .{A/
- g bangunan ;
3

b.: Biaya situasi sebesar 2 0/00 (dua perseribu) dari biaya bangunan ;

l
o

7L
) Biaya penelitian dam pemeriksaan gambar sebesar; 30/00 (tiga —

-
_. pesseribu) dan biaya bangunan ;
Biaya pengawasan 2 g/00 (dua perseribu) dari biayva bangunan,—

(3) crombakan/rchabnluasu bangunan ditetapkan sebesar 50 % X biaya A
retribusi IMB ditambah biaya pengawasan, penelitian dan pemenksaan

' eambar schagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ; .
@mbunan penbadatan,  pemenntah  dan  bangunan keperluan™
\v

:ndidikan sena pz.lavanan umum/sosial dapat dibzbaskan sebagian
atau selurghnya dan biava lzin Mendinkan Bangunan oleh Bupau,

\ kecuah  untuk  biaya pendaftzran, situasi, penelitian/pemeriksaan
gambar dan biaya pengawasan |

(5) Balik nama Izin Mendirikan Bangunan, pemohon dikenakan biaya
sebesar S0 % dan pendtapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

—
BABVIII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

.

Pasal 14

Retribust dipungut di Wilavah Daerah

X

=
~O
.

£yl o




BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan
atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 16

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan,

BAB X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 17
(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPAdORD ;-
(2) Si’dORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau

kuasanya | .

(3) Bentuk, 1si serta tata cara pengisian dan penyampaian SPAORD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olch Bupati
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BAB Xi

PENETAPAN RETRIBUS!

Pasal 18

(1) Berdasarkan SPAORD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (}1)

ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan - '

(2) Apehila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan
alau data vang semula belum lerungkap yang menyebabkan
penambahan  jumlah retribusi yang terutang. maka dikeluarkan
SKRDKBT ; :

(3) Bentuk,
dipersa
Bupati.

isi dan tata cara pencrbitan SKRD atay dokumen lain yang
makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan “oleh

BARXI
TATA CARA PEMUNGLITAN

Pasal 19

(1) Pemungutan retribusi tidak capat diborongkan :

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakar SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan - '

(3) Benwk dan isi SKRD dan dokumen lain vang dipersamakan
scbagaimana dimaksud pada avat (2) Pasal .. ditetapkan oleh Bupat)

\
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BAB XIII )
SANKSI ADMINISTRAS!I

Pasal 20

Dalam hal wajib retnbusi tidak membayar tepat pada wakilunya atlau
kurzang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda scbesar 2
% (dua persen) setiap bulan dari retribusi vang terutang ‘atau Kurang
“dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

ila cara pembayaran, penyetoran, tempal pembayaran retribusi didtui’
densan Keputusan Bupati.

e S—
— ———

BABXV -

TATA CARA PENAGIHAN

: Pasal 22
.

(1) Rewnbusi terutang berdasarkan SKRD  atau dokumeft lain yang
dipersamkan, SKRDK BT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yany
menyebabkan jumlah reintbusi vang harus dibavar bertambah. vang
tidak atau xurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih  mclau
Badan Zrusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) |
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i

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaki.

-

BAB XvI *
KEBERATAN
Pasal 23

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atay
Pcjabat yang ditunjuk atas SKRD _2lau dokumen lain  yang
dipersamakan ;

(2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas:

(3)Palam hal wajib retribusi mcngajukg':z_ keberatan atas keberatan
retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benafan
Ketetapan retribusi térsebut - <

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua)
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen: lain yang dipersamakan,
SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan. kecuali apabila wajib retribusi
lententu dapat menunjukan bahwa Jwaktu ity tidak dapai dipenuni
karena keadaan diluar kekuasaannya :

(5) Keberatan yang tidak memenuhi
pada ayat (2) dan (3) rtidak
schingga tidak dipertimbangkan ; £

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi
dan pelaksanaan penagihan retribusi.

persyaratan scbagaimana dimaksud
diangpap scbagai Surat Keberatan,

Pasal 24

(1) Bupati dalam Jjangka wakiu paling lama 6 (¢nam) bulan
Surat Keberatan diterima harus memben kepute
rang diajukan -

scjak tanggal
san atas Kkeberatan
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(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
. atau sebagian, menolak atau menambah besamya retribusi yang
¢ terutang

(3) Apabnla Jjangka waktu sebagaimana dxmaksud paia ayat (1) telak iewat

dan Bupaii lidek memberikan suatu Keputusan, keberatan yang
diajukan iersebut diangeap dikabulkan,

BAB XVIi
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 25

(1) Atas  kelebihan pembayaran * retribusi, wajib retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;

(2) Bupati dalam jangka waktu “paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan keiebihdn pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan ;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada aval (2) telah
dilanipdui dan Bupati tidak memberikan Surat Keputusan, permohonan
pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRILE
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihar
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi  terlebih dahulu utang retribus
tersebut ;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retriousi sebagaimana dimaksu
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bula:
sejak diterbitkannya SKRDLE ; ’

{6) Apabila pengembalian kelebihan pembavaran retribusi dilakuka
setelah lewat janpka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberkan imbala
bunga sebesar 2 %% (dua persen) sebulan atas  keterlambata
pembavaran Kelebihan reuibust.
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Pasal 26

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan

sccara  tertulis  kepada  Bupati dengan sekurang-kurangmva
menycbutkan : -

-

a. Nama dan alamat wajib retiibusi -
b. Masa retribusi ;
c. Besamya kelebihan pembayaran |
d. Alasan yany singkat dan jelas. -

(2) Permohonan pengembalian  kelebihan pembayaran
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat -

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penginiman Pos
lercatat inerupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

retnibus

Pasal 27

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi 2

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
nribusi lainnya, scbagaimana dimaksud .dalam Pasal 2s avat (4)
pembayaran  dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan buky
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
. PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal Z8

(1) Bupati  dapat  memberikan pengurangan - keninganan  dan
pembebasan retnibusi -

(2) Pemberian peagtranean atau Keninganan  retribusi  schaganman

dimaksud pada avat (1) dengan memperhatikan kemampuan wapib
retribusi. antara liin untuk meneanesur
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(3) Pembebasan retribusi scbagaim-ana-dimaksud pada ayat (1) antara lain

diberikan kepada masyarakal yang ditimpa oencana alam den atau
- Kerusuhan ;

(4) Tata cara pengurangan,

keringanan  dan  pembebasan  retribusi
ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan retnbusi, meniadi kedaluwarsa
selelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

ierutangnya retribusi, kecuali apabila waij retribusi melakukan tindak
pidana dibidang retribusi ;

(2) Kedaluwarsa penagihan rctnbum scbagmmana dimaksud pada ayat (2)
tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran, atau |

b. Ada pengakuan utang retnbusi dan wajib retdbusi baik langsung
maupun tidak langsung,

v .

B ABXX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya selingga
merugikan Keuangan Davrah diancam pidana kurungan paling lama 6
(¢nam) bulan atau denda paling bdnyak Rp. 5.000.000.- (lima juta
rupiah) .

(2) Tindak pidana ‘sebagdTmana dimaksud pada avul (1) adalah
pelanggaran
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-

(3) Pembebasan retribusi SCbagaim-:.\na-dinxaksud pada ayat (1) antara lain

diberikan kepada masyarakat yang dmmpa bencana alam dan atau
. kerusuhan ;

(4) Tata cara pengurangan,

keringanan dan  pembebasan  retribusi
ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

ierutangnya retribusi, kecuali apabila wapb retribusi melakukan tindak
pidana dibidang retribusi ;

(2) Kedaluwarsa penagihan rctnbusn scbag:umana dimaksud pada ayat (2)
tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran, atau °

b. Ada pengakuan utang rctnbus; dan wajib retobusi baik langsung
maupun tidak langsung,

v -

BABXX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 50

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehiinggea
merugikan keuangan Davrah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000- (lima juta
rupoiah) ;

(2) Tindak pidans “sebagiimana dimaksud pada avut (1) adalah
pelanggaran,
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B A B XXl1
PENYIDIKAN
Pasal 31

o (1) Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan
i oleh Penyidik Umum atau Penyidik  Pegawai  Neged  Sipil
ot dilingkungan  Pemerintah  Kabupaten yang - pengangkatannya

ditetapkan sesuvai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku : '

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana ;

Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan

melakukan pemenksaan |

- Menyuryh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal dini tersangka ”

d. Melakukan peayitaan benda atau surat :
- Mengambil sidik jani dan memotret sescorang : .
Memanggil  sescorang  untuk  didengar dan  diperiksa scbagai

lersangka atau saksi :

g Mendatangkan scorang ahli yang diperlukan dalam hubungan

denoan nemenksaan nerkara -

b.

Mengadakan penghentian penvidikan setelah mendapaj petunjuk
dan Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup RQukti atas
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, membentahukan

hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya :
I. Mengadakan  tindakan  lain

menurut . hukum vang  dapat
dipertanguung jawaban,
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BARXII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Dzerah ini, ketentuan yang telah ada sebagai
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Ciamis
Nomar 3 Tahun 1996, tentang Izin Mendirikan Bang nan dalam Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat 1[I Ciamis serta Peraturan Dacrah
Perubahanaya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

Pasai 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Dacrah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis.

*

Disahkan di ciamis v
pada tanggal 26-9-2000
BUPAT! CIAMIS

Cap.ud

i OMA SASMITA S, SH MS



Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27-9-200C

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS

Cap/utd

-

Drs. H. STIANA SJAMBAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2000 NOMOR 4 SERI B
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PENJELASAN
-AT AS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG

RETRIBUSIIZIN MENDIRIK.AN BANGUNAN

. -

PENJELASAN UMUM. ' '

Pelaksanaan pembangunan baik di Pusat maupun d
Daerah sampai pada pelosok Perdesaan langsung ataupun tida}
langsuny agar dalam pelaksanaan pembangunan itu berjalan lanca
tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan sena terjaminnya keamanan
Ketentraman dan  ketertiban umum  serta lerjaminiya seg
kepatuhan  dan  Kedisipliran masyarakat  yang  menunjan:
peningkatan  perkembangan  ckonomi, penataan 7 pencrtibai
bangunan dan meningkatnya  keindahan Kota dalam rangk;
penyesuaian perkembangan Kota, Pemerintah Daerah telal

mengaturmya dalam. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingka

[T Ciamis Nomor 3 Tahun 1996, tentang lzin Mendirika:
Bangunan '

Bahwa dengan elah ditetapkannya Peraturan Pemerinta
Nomor 20 Tahun 1997, leniang Retribusi Daerah vang merupaka
tindak lanjut peolaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 199
maka Peraturan Dacrah’ Kabupaien Daérah Tingkat 11 Ciam
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Nomor 3 Tahun 1996, tentang Izin Mendinkan Bangunan dengan
seluruh  perubzhannya, dipardang periu  untuk dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku sera menetagpkan kembali ?cra:man
Daerah yang baru.

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL '

Pasal |

Pasal ini menjelaskan beberapa istilzh yang dipergunakan

dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat

pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam
“ penafsiran dapat dihindarkan '

Pasal 2
Cukug jelas

Pasal 3 s
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

" Pasal 5
- Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas




Pasal ¢
Cukup jelas

Paszl 10
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas - °

Pasal 12

Cubup jelas

Pacal 13

Cukup jelas, ;

Pasai 14

Cukup jeias

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup ic!as
Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas

.-



